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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai sistem 

pemilihan ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Meskipun peraturan ini telah berlaku, 

penerapannya belum sepenuhnya efektif. Temuan menunjukkan adanya ketua RT yang dipilih secara turun-

temurun atau terpaksa, pelanggaran batas usia, serta masyarakat yang kehilangan hak pilihnya atau kurang 

berpartisipasi karena kesibukan. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dari Lurah, Ketua RT, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui 

pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan Kelurahan Lingkar 

Selatan untuk meningkatkan upaya dalam mengaktifkan partisipasi masyarakat pada pemilihan ketua RT guna 

mewujudkan implementasi Perda yang lebih optimal. 

Kata Kunci: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Pemilihan Ketua RT 

Abstract 

This research analyzes the effectiveness of implementing Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the RT 

(neighborhood association) head election system in Lingkar Selatan Urban Village, Jambi City. Despite the 

regulation's enforcement, its implementation has not been fully effective. Findings indicate instances of RT heads 

being chosen through hereditary succession or coercion, violations of age limits, and community members losing 

their voting rights or lacking participation due to busy schedules. This descriptive qualitative study gathered data 

through observation, interviews, and documentation from the Urban Village Head, RT heads, and the community. 

Data analysis involved collection, reduction, presentation, and verification. The research recommends that Lingkar 

Selatan Urban Village enhance efforts to actively engage community participation in RT head elections to achieve 

more optimal implementation of the Regional Regulation. 

Keywords: Regional Regulation No. 9 of 2016, Head Election 

PENDAHULUAN  

 Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Perintah 

pembentukan peraturan daerah terkait dengan produk hukum daerah termasuk pembentukan 

peraturan daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. (Lasatu, 2020:205). 

Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
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DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah 

Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. (Telaumbanua, 2018:96). 

Peraturan Daerah merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang secara atribusi menjadi hak 

otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otoritas membentuk peraturan daerah guna 

menjalankan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun dalam kaitannya sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah daerah maka harus mampu memahami 

kebutuhan masyarakat di daerah yang lebih lanjut dituangkan dalam materi suatu peraturan 

daerah. Adapun materi muatan suatu peraturan daerah yakni guna terselenggaranya otonomi 

daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada peraturan 

perundangan yang lebih tinggi. 

 Hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan 

pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam 

mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. (Bunga, 2020:820). 

peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan 

desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah pada prinsipnya 

berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan Pemerintah daerah dalam 

membentuk peraturan daerah merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan 

daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik 

yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi 

daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

yang merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat 

pusat maupun daerah.  

 Menurut Benshlomo (2023:59) Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 

Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT adalah kumpulan penduduk yang 

berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung 

maupun tidak langsung antar mereka dan merupakan organisasi masyarakat di kelurahan yang 

diakui dan dibina oleh pemerintah daerah. Pemilihan dan pengangkatan Ketua RT sebagaimana 

yang terdapat dalam Pasal 10 (1) : Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dipilih 

langsung oleh seluruh anggota Kepala Keluarga atau yang mewakili, dengan pemungutan suara 

sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepala Keluarga atau yang mewakili. Salah satu peraturan daerah 

yang ada di Provinsi Jambi mengenai Peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 Provinsi Jambi 

dalam pemilihan ketua RT yang diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa persyaratan dalam pemilihan ketua RT yaitu Warga Negara Republik Indonesia, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan minimal tamatan SMA 

sederajat, berkelakuan baik, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun atau 

telah menikah, sehat jasmani dan rohani, telah bertempat tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun di 

RT yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah tersebut, mempunyai kemauan, kemampuan 
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dan kepedulian terhadap masyarakat, tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga 

Kemasyarakatan lainnya, tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.  

Faktanya di beberapa daerah di Provinsi Jambi Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan 

Pal Merah terdapat beberapa permasalah dalam pemilihan ketua RT ataupun dalam menetapkan 

ketua RT di daerah tersebut. Di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut tidak menjalankan atau 

tidak sesuai peraturan atau syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi jambi 

dalam menetapkan atau dalam mencalonkan ketua RT. Seperti batasan umur, dalam menjabat 

sebagai ketua RT adalah sampai batas umur 58 tahun, tetapi dalam hal ini di Kelurahan Lingkar 

Selatan tersebut terdapat ketua RT yang melewati batas umur yang telah ditetapkan, dalam 

sistem pemilihan ketua RT juga melanggar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Daerah, seperti adanya ketua RT yang terpaksa menjadi ketua RT, sistem pemeilihan ketua RT 

yang turun temurun dari ayah terun keanak, dan masih terdapat masyarakat yang tidak pernah 

ikut atau tidak dapat memebrikan hak suaranya dalam pemilihan ketua RT karena tidak 

diundang dalam pemilihan ketua RT. 

Tabel 1.1 Data Nama Ketua RT dan Umur Di Kelurahan Lingkar Selatan 

No. RT Nama Umur No. RT Nama Umur 

1. RT 01 Mulyadi 52 33. RT 33 M. Fazrin 63 

2. RT 02 Suparman 61 34. RT 34 Bung Karno 42 

3. RT 03 Kholil 34 35. RT 35  Yarjis 61 

4. RT 04 Raden Guntur 50 36. RT 36 Junaidi Tanjung 46 

5. RT 05 Hermanto 43 37. RT 37 Abdul Ba`is 54 

6. RT 06 Sedap Gajah Manik 57 38. RT 38 Hardjono 60 

7. RT 07 Taufik Hidayat Amran 43 39. RT 39 Untung Sucipto 49 

8. RT 08 Sariman 40 40. RT 40 Hamdan Simbolon 56 

9. RT 09 Muhammad Zamroni 42 41. RT 41 Indra Gus Priyono 32 

10. RT 10 Edi Kusendro 48 42. RT 42 Susanto 48 

11. RT 11 Kusrin 51 43. RT 43 Khosasi Imannudin 41 

12. RT 12 Yaswirda 49 44. RT 44 Burhan 44 

13. RT 13 Lukman Romadi 42 45. RT 45  Supardi 47 

14. RT 14 Naomi Sarah Parulian. A 35 46. RT 46 Mawardi 58 

15. RT 15 Shohib 51 47. RT 47 Syamsuddin Pulungan 62 

16. RT 16 Muhammad Sayuti 56 48. RT 48 Fahrizal 57 

17. RT 17 Mujiman 60 49. RT 49 Muhammad Idrus 46 

18. RT 18 Khairul Rahman 57 50. RT 50 Habibullah 41 

19. RT 19 Asnita 59 51. RT 51 Bahriansyah, SE 56 

20. RT 20 Terra Hakim Azwar 51 52. RT 52  Supriyanto 36 

21. RT 21 Tukimun 59 53. RT 53 Syamsurizal 42 

22. RT 22 Raden Nursin. MR 51 54. RT 54 Herman 56 

23. RT 23 Zulkarnain 44 55. RT 55 Herison 49 

24. RT 24 Dedy Amrizal 44 56. RT 56 Zul Ramadhan 42 

25. RT 25 Maryanto 55 57. RT 57 M .Jamaluddin 52 

26. RT 26 Irsan Sukandar 49 .    

27. RT 27 Jumadi 49 .    

28. RT 28 Hepni Said 60     

29. RT 29 Sarjudin 64     

30. RT 30 Kurniawan 51     
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31. RT 31 Rismar 73     

32. RT 32 M. Suwito 50     

Sumber: Kantor Lurah Lingkar Selatan 

 Sebagaimana pada tabel 1.1 serta penjelasan tersebut, berdasarkan data dan hasil 

observasi awal yang dilakukan oleh peneliti permasalahan pemilihan ketua RT yang ada di 

Kelurahan Lingkar Selatan yaitu terdapat beberapa ketua RT yang memiliki umur tidak sesuai 

persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta dalam sistem pemilihan ketua RT 

pun terdapat permasalahan selain itu ada pula yang menjadi ketua RT tidak tamatan SMA 

Sederajat. 

 Permasalahan umur ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Provinsi Jambi. Hal tersebut dapat dilihat dari 57 ketua 

RT yang ada di Kelurahan Lingkar Selatan terdapat beberapa ketua RT yang memiliki umur 

tidak sesuai dari persyaratan untuk menjadi ketua RT yaitu batas umur 58 tahun. Yang melewati 

batas umur untuk menjadi ketua RT yaitu terdapat di ketua RT 02 umur 61, ketua RT 17 umur 

60, ketua RT 19 umur 59, ketua RT 21 umur 59. Ketua RT 28 umur 60, ketua RT 29 umur 64. 

Ketua RT 28 umur 60, ketua RT 29 umur 64, ketua RT 33 umur 63, ketua RT 35 umur 61, ketua 

RT 38 umur 60, ketua RT 47 umur 62. Selain permasalahan umur yang menjadi ketua RT, 

dalam pemilihan ketua RT pun tidak sesuai peraturan daerah. Di kelurahan lingkar Selatan 

tersebut dalam pemilihan ketua RT terdapat beberapa ketua RT yang mengikut dari zaman 

dahulu. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat 

yaitu ketua RT 17 bapak mujimin ia mengatakan bahawa “sistem pemilihan ketua RT 42 turun 

temurun yang menjadi ketua RT”, dan salah satu masyarakat yaitu bapak rudi ia 

mengungkapkan bahwa “pemilihan ketua RT mengikuti siapa yang dianggap tertua di daerah 

lingkungan masyarakat”, dan adapula masyarakat yang mengungkapkan yaitu bapak Safir ia 

mengungkapkan bahwa “pemilihan ketua RT yang main tunjuk menunjuk tanpa adanya 

pemilihan karena masyarakat yang kurang berminat atau tidak mau mencalonkan diri menjadi 

ketua RT dan juga tidak adanya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilihan ketua RT”, 

dan bapak Rahmat salah satu masyarakat di lingkungan RT 41 ia mengungkapkan bahwa “ ada 

beberapa ketua RT yang tidak tamatan SMA Sederajat”, selain itu pula pada saat pemilihan 

ketua RT masyaratakt yang datang tidak sampai 2/3 dari kepala keluarga yang ada yang berarti 

tidak sesuai dari aturan pemilihan yang ada, itulah beberapa hasil wawancara dari masyarakat 

yang mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pemilihan ketua RT 

yang ada di Kelurahan Lingkar Selatan dan yang menjabat menjadi ketua RT tidak tamat dari 

SMA Sederajat. Maka dalam hal ini sistem pemilihan ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan 

tersebut tidak sesuai atau melanggar dari peraturan daerah yang telah ditetapkan Provinsi Jambi. 

 Menurut Widyawati Rachman (2020:30) yang menyatakan bahwa peraturan daerah 

harus ditaati oleh warga negara. Melaksanakan peraturan dengan benar dan dapat 

mengimplementasikannya di masyarakat, agar kepercayaan masyarakat meningkat dan 

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah dengan motor penggeraknya adalah RT dan RW. Hal ini sejalan dengan Penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Hilmu (2022:75) ia mengatakan bahwa sebagian besar belum 

menerapkan peraturan daerah dalam pemilihan ketua RT, hal ini dikarenakan belum ada 
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kesadaran hukum masyarakat untuk menaati peraturan yang telah ditetap oleh pemerintah 

daerah. Maka karna itu diperlukannya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menaati 

peratudan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2020:13) dengan judul Persyaratan 

RT dan RW berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Imam 

Al-Mawardi, dari hasil penelitiannya berisi peraturan daerah di Kabupaten Lamongan Nomor 

3 Tahun 2018 khususnya Pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) sebagian besar peraturannya 

telah diterapkan namun ada pula beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan-lahan. 

Setelah penjelasan mengenai persyaratan RT dan RW berdasarkan perda maka dalam hal ini 

peneliti melakukan penelitian yang kebaruan yaitu dengan judul Penerapan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Sistem Pemilihan Ketua RT. Dengan permasalahan umur yang 

menjadi ketua RT melewati batas persyaratan, sistem dalam pemilihan ketua RT yang tidak 

sesuai dan yang menjabat menjadi ketua RT sebagian tidak tamatan SMA Sederajat yang mana 

hal ini tidak sesuai persyaratan atau ketentuan dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan 

daerah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian 

serta memperoleh jawaban dan informasi yang objektif. Maka dengan ini penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam 

Sistem Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi” 

METODE 

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal 

Merah Kota Jambi. Penelitian ini penulis mengadopsi pendekatan kualitatif dan menerapkan 

jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu 

data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik non-probability 

sampling yang mana Sampel peserta atau kasus tidak perlu representatif, atau acak, tetapi 

diperlukan alasan yang jelas untuk memasukkan beberapa kasus atau individu daripada yang 

lain. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas ini, dengan 

menggunakan teknik Purposive Sampling. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian 

data dengan menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan 

teknik analisis data (Reduksi data, display data dan verifikasi/kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam hal ini peneliti akan 

menguraikan hasil reduksi data didiperoleh peneliti dan data tersebut akan disampikan peneliti 

dengan mengurai secara singkat padat dan jelas. Maka dalam hal ini peneliti akan mengacu 

pada rumusan masalah dan akan dijadikan acuan pada penelitian ini mengenai bagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 

dalam sistem pemilihan ketua RT. 

Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Sistem Pemilihan 

Ketua RT Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi. 

Berdasarkan hasil reduksi data primer atau data utama yang dilakukan oleh peneliti maka 

dalam hal ini peneliti dapat menguraikan hasil wawancara serta dokumentasi yang diterima atau 
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dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2016 dalam 

sistem pemilihan ketua RT telah berjalan sesuai peraturan atau tidak. Dari hasil wawancara 

dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 

2016 dalam sistem pemilihan ketua RT dikelurahan lingkar selatan. Dan indikator yang 

digunakan oleh peneliti adalah teori dari Austin Rannney (1996:40) memaparkan beberapa 

indikator sistem pemilihan yang terdiri dari : 1) Adanya hak pilih umum; 2) kesetaraan bobot 

suara; 3) Tersedianya pilihan kandidat; 4) kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur 

tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan; 5) Kebebasan dalam 

memberikan suara; 6) kejujuran dalam penghitungan suara. 

Setelah penjabaran indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dari teori 

Austin Ranney (1996:40), maka sebelum itu peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala lurah dikelurahan lingkar selatan, yang 

mana dalam hal ini terdapat 10 wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Warga negara republik indonesia 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa dalam kegiatan sistem pemilihan pemilihan ketua RT semua calon ketua RT 

yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut berwarga negara republik indonesia, yang mana 

dalam keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

ketau lurah dikelurahan lingkar selatan. 

2. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa dalam kegiatan sistem pemilihan calon ketua RT bahwa sebagian atau rata-rata calon 

ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan ini beragama islam, yang mana dalam 

keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilukan oleh peneliti kepada ketua lurah 

dikelurahan lingkar selatan. 

3. Pendidikan minimal tamatan SMA sederajat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut tamatan SLTA atau SMA 

sederajat, selain itu pula informan juga mengatakan bahwa ada pula calon ketua RT yang 

sarjana S1, yang mana dalam keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada ketua lurah dikelurahan lingkar selatan. 

4. Berkelakuan baik 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut berkelakun baik yang aman 

dalam ini keterangan didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

ketua lurah dikelurahan lingkar selatan. 

5. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun dan telah menikah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, dari 57 ketua RT terdapat 

ketua RT yang umurnya telah 60-65 tahun, yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh 

ketua lurah kelurahan lingkar selatan. Dan juga ketua lurah kelurahan lingkar selatan juga 

mengatakan bahwa kembali lagi kepada masyarakat, apabila masyarakat masih menginginkan 
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ketua RT sebelumnya untuk menjadi ketua RT maka artinya semua kembali kemasyarakat 

tetapi peraturan umur 25-58 tahun. 

6. Sehat jasmani dan rohani 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, sehat jasmani dan rohani, 

informan juga mengungkapkan mungkin ada pula 1 atau 2 yang mempunyai penyakit tapi tidak 

mengkhawatirkan, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkar selatan. 

7.  Telah bertempat tinggal paling sedikit 2 tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili di 

wilayah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, sebagian yang menjadi 

ketua RT bertempat tinggal diatas 5 tahun dan selain itu pula mereka dicalonkan, dalam hal ini 

keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

informan ketua lurah kelurahan lingkar selatan. 

8. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, terdapat beberapa RT 

yang ada dikelurahan lingkar selatan ini yang menjadi ketua RT itu diminta oleh masyarakat 

dan tidak ada yang mengajukan diri dan yang telah menjadi calon ketua RT tidak boleh didalam 

kepanitiaan. 

Dan informan juga mengungkapkan bahwa bentuk kepedulian calon ketua RT terhadap 

masyarakat itu ketika banjir RT hadir ditengah masyarakat memberi bantuan dari pemerintah, 

pemerintah kekelurahan, dan lurah ke RT, dan selanjutnya RT ke masyarakat yang terkena 

dampak banjir tersebut, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkar selatan. 

9. Tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, sampai saat ini tidak ada, 

ketua RT menjabat hanya sebatas ketua RT, dan beliau juga mengatakan itu hanya 3 tahun, 

selain itu walaupun menjabat hanya sebagai ketua yasinan, dalam hal ini keterangan tersebut 

didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah 

kelurahan lingkar selatan. 

10. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui 

bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan tersebut, tidak ada yang terlibat 

didalam barang tersebut (Narkoba) serta tidak ada yang terkait kriminal, dalam hal ini 

keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 

informan ketua lurah kelurahan lingkar selatan. 

Setalah penjabaran dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan 

yaitu ketua lurah kelurahan lingkar selatan bapak Ponimin S.E, selanjutnya peneliti akan 

memaparkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu ketua RT dan 
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masyarakat kelurahan lingkar selatan melalui 6 indikator yang digunakan peneliti yaitu 

indikator dari Austin Rannney, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Adanya hak pilih umum 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui 

bahwasanya dalam kegiatan pemilihan ketua RT dikelurahan lingkar selatan tersebut tidak 

sepenuhnya masyarakat mendapat hak pilihnya pada saat pemilihan ketua RT. Terdapat 

informan yang mengungkapkan tidak mendapat hak pilihnya dan ada pula yang mengungkakan 

mendatkan hak pilihnya. 

Dan selanjutnya mengenai masyarakat dalam hak pilihnya, berdasarkan keterangan dari 

inforoman bahwa dilingkungan mereka ada yang mendapatkan hak pilihnya dan atau tidak 

semua mendapatkan hak pilihnya serta ada pula informan yang mengungkapkan bahwa 

masyarakat diliingkungan mereka mendapatkan hak pilihnya semua atau semua memberikan 

hak pilihnya. 

2. Kesetaraan bobot suara  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui 

bahwasanya dalam kesetaraan bobot suara tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan 

pemilihan ketua RT yaitu dihadiri 2/3 kepala keluarga dilingkungan setempat. Hal tersebut 

diungkapkan oleh ketua RT yang ada dikelurahan lingkar selatan berdasarkan keterangan 

tersebut dalam kesetaraan bobot suara panitia melihat absen masyarakat yang hadir apakah telah 

mencukupin 2/3 kepala keluarga dilingkangan setempat jika sudah maka pemilihan ketua RT 

dapat dilaksanakan, dan kesetraan bobot suara dilihat dari suara terbanyak calon ketua RT. 

Ada pula ketua RT yang mengungkapkan ada yang datang 2/3 kepala keluarga karena 

masayarakat ada yang gampang dan ada juga yang tidak dapat mengikuti pemilihan tersebut, 

selain itu terdapat pula ketua RT yang mengungkapkan bahwa kesetaraan bobot suara tersebut 

telah sesuai dan karena itu merupakan syarat utama dihadiri oleh masyarakat setempat serta 

kesetaraan bobot suara dilihat dari suara terbanyak calon ketua RT. 

3. Tersedianya pilihan kandidat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwasanya dalam 

tersedianya pilihan kandidat tersebut tergantung dari pada situasi yang ada dilingkungan 

masyarakat setempat ada yang dicalonkan serta ada yang mencalonkan. Dan mengenai 

tersedianya pilihan kandidat, berdasarkan keterangan dari informan bahwa ada yang 

mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua RT serta ada pula yang dicalonkan oleh 

masyarakat atau tokoh masyarakat untuk menjadi calon ketua RT dilingkungan setempat. 

4. Kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur tertentu yang dipandangan mampu 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya dalam 

Kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur tertentu yang dipandangan mampu 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan tersebut Ada kehendak dari tokoh masyarakat atau 

calon yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat, selain itu informan lain juga mengungkapakn 

bahwa umumnya mayarakat tidak bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri karena 

kesibukan mereka masing-masing, selanjutnya pula sistem kandidat yang turun temurun dari 

keluarga untuk menjadi calon ketua RT, selai itu ada pula informan yang mengungkapkan 
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bahwa adanya calon kandidat yang terpaksa menjadi ketua RT, sebelumnya tidak mencalonkan 

tetapi terpaksa untuk menjadi ketua RT. 

5. Kebebasan dalam memberikan suara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya kebebasan dalam 

memberikan suara tersebut informan memberikan hak suara merka sesuai dengan keinginan 

merekan. Informan juga mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang memberikan hak suara 

mereka dengan secara terpaksa dan adapula informan yang mengatakan tidak mengetahi 

mengenai hak suara yang diberikan terpaksa karena telah diberikan undangan mengenai 

terpaksa atau tidak memberikann hak suara informan tidak mengetahui. 

6. Kejujuran dalam penghitungan suara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya kejujuran dalam 

penghitungan suara tersebut terdapat beberapa infroman yang mengatakan tidak mengatahui 

mengenai penghitungan suara dikerenakan informan tersebut tidak dapat memilih atau tidak 

mendapatkan hak suara mereka, dan adapula informan yang mengatakan kejujuran dalam 

penghitungan suara tersebut dilakukan secara terbuka, jujur dan adil sesuai seperti pemilu 

demokrasi. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pambasan mengenai 

bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam sistem pemilihan ketua RT 

dikelurahan lingkar selatan kecamatan pal merah kota Jambi dan dalam hal ini hasil yang 

diperoleh oleh peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah 

masih belum terlaksana sepenuhnya secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan 

peneliti dilapangan bahwa masih terdapat ketua RT yang dipilih secara turun temurun keluarga 

dikelurahan lingkar selatan, pemilihan ketua RT yang dipilih secara terpaksa, ketua RT yang 

melewati batas umur yang sesuai peraturan daerah, masyarakat yang tidak mendapatkan hak 

pilihnya, kurang berminatnya masyarakat terhadap pemilihan ketua RT dikarenakan 

kesibukannya. 
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